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ABSTRAK

Nama . Euis Damayanti
Program Studi : llmu Administrasi Negara
Judul . Pengendalian Internal di Inspektorat Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Periode 2010-2011)

Penelitian ini membahas pengendalian internal yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti mendapatkan data
akurat tentang pelaksanaan pengendalian internal. Dalam pengendalian internal
terdapat lima komponen kerangka kerja COSO, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
monitoring. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan komponen
pengendalian internal masih belum berjalan dengan baik. Dalam lingkungan
pengendalian Itjen belum menetapkan kode etik pegawai, belum menyediakan
suatu mekanisme yang mudah bagi pengawasan masyarakat. Itjen juga belum
melakukan analisis risiko setiap kegiatan dan menggunakan sistem informasi
secara maksimal. Sementara dalam komponen monitoring. belum melakukan
pembinaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kata kunci:
Pengendalian internal, Inspektorat Jenderal, kerangka kerja Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
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ABSTRACT

Name . Euis Damayanti
Study Program  : Public Administration
Title . Internal Controls in the General Inspectorate of the Ministry

of Education and Culture (Period 2010-2011)

This reasearch discussess an internal control in the General Inspectorate of
the Ministry of Education and Culture. This reasearch analyzes an internal control
performed by the Inspectorate General in implementing the supervisory activities.
This reasearch used qualitative methode in order to get accurate data about the
implementation of internal controls. Based on COSO framework, there are five
components in internal controls, i.e the control environment, risk assessment,
control activity, information and communication, and monitoring. The conclusion
of this reasearch is the implementation of components in internal controls is still
not going well. In control environment, General Inspectorate has not set a code of
conducts for secretariat employees and not provide an ease mechanism for society
control. General Inspectorate also has not conducted an analysis of risk of each
activity and using information systems effectively. While in the monitoring
component, General Inspectorate has not done coordination with the Financial and
Development Supervisory Agency as the internal control developer.

Keywords:
Internal controls, General Inspectorate, Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO) framework
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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang atas pokok
permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu pelaksanaan pengendalian internal
di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian, signifikansi penelitian,

dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan
dalam mengelola berbagai kegiatan di dalam suatu organisasi. Pelaksanaan suatu
rencana dan program tanpa diiringi suatu sistem pengawasan yang intensif dan
berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak
tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Viktor M. Situmorang,
Jusuf Juhir, 1994: 8). Dalam pengelolaan negara, sebagai suatu organisasi besar,
juga tidak terlepas dari kegiatan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh instansi pemerintah merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah dan
merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan (BPKP, 2008) yang
menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.

Sebagai salah satu negara berkembang, pelaksanaan pengawasan di
Indonesia adalah suatu hal yang penting. Hal ini karena dalam negara berkembang
pembangunan dilaksanakan sangat pesat, sedangkan personil atau tenaga belum
siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut sehingga mungkin saja
terjadi kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan, dan Kkelalaian-kelalaian
(Situmorang & Juhir, 1994: 23). Peranan dan pentingnya pengawasan sebenarnya
telah disadari dan mendapat perhatian dari para pendiri negara sewaktu menyusun
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara dimana secara
konstitusional telah mengisyaratkan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1 Universitas Indonesia
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terhadap kebijaksanaan pemerintah, baik dalam bidang legislatif maupun dalam
bidang keuangan.

Berdasarkan subjeknya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan eksternal
dan pengawasan internal (Kunarjo, 2002: 257). Pengawasan internal adalah
pengawasan oleh subjek pengawasan, yaitu “si pengawas”, yang berada di dalam
susunan organisasi objek yang diawasi (Sujamto, 1985: 61). Pengawasan internal
pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Aparat
pengawasan internal pemerintah terdiri atas BPKP, inspektorat jenderal atau nama
lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal, inpektorat
jenderal provinsi, inspektorat jenderal kabupaten/kota. Aparat pengawasan
internal pemerintah melakukan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya (Darise, 2009: 301). Fungsi pengawas
internal adalah membantu pimpinan instansi atau lembaga dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang (Fauzi, 2009: 28):

- Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah
selesai maupun on going

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut
termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh
masing-masing perangkat daerah

- Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang
dilaksanakan

- Membantu tercapainya good corporate governance

Sementara, perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang
efektif sekurang-kurangnya harus (Darise, 2009: 305):

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi

Berdasarkan hal tersebut maka aparat pengawasan internal perlu

melakukan pengendalian internal karena melalui pengendalian internal dapat
Universitas Indonesia
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menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam lingkungan kerja melalui
penegakkan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,
kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai
dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia (Darise, 2009: 303).

Amanat pelaksanaan pengendalian internal juga disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58
disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan
mengatur dan menyelenggarakan pengendalian internal di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Penjelasan pasal 58 menyatakan bahwa:

1. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, menyelenggarakan
sistem pengendalian internal di bidang perbendaharaan.

2. Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan
pengendalian internal di instansi pemerintahnya masing-masing.

3. Gubernur, bupati, dan walikota mengatur lebih lanjut dan
menyelenggarakan pengendalian internal di lingkungan pemerintahan
daerah yang dipimpinnya.

Berdasarkan ~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah
menetapkan suatu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintan Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (yang selanjutnya
disebut PP Nomor 60 Tahun 2008). Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yang
disebut pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian
internal wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi

pemerintah.
Universitas Indonesia
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Tujuan dilaksanakannya pengendalian internal adalah untuk memberikan
keyakinan memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPKP, 2008: 1). Selain itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat 1 juga menjelaskan bahwa untuk
meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja maka setiap entitas
pelaporan akuntansi wajib menyelenggarakan pengendalian internal sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penerapan pengendalian internal yang efisien dan efektif sangat
bermanfaat bagi manajemen untuk mendeteksi terjadinya kesalahan
(mismanegement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, membantu
pengamanan aset terkait terjadinya fraud, pemborosan, salah penggunaan yang
tidak sesuai tujuan. Selain hal tersebut, manfaat yang diperoleh dengan penerapan
sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif adalah pencapaian tujuan
organisasi lebih terkendali karena risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat
terdeteksi lebih awal sehingga manajemen memiliki kesempatan untuk mengubah
perencanaan, sistem atau prosedur guna menghindari risiko atau meminimalisasi
dampak terjadinya risiko tersebut (BPKP, 2007: 17).

Efektivitas pengendalian internal merupakan salah satu Kkriteria yang
digunakan oleh BPK dalam menilai kewajaran informasi keuangan. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat 1, yaitu opini
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria,
salah satunya yang terkait dengan pengendalian internal adalah efektivitas
pengendalian internal. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian
internal adalah unsur-unsur pengendalian internal dalam pengendalian internal
pemerintah (BPK, 2010: 24). Unsur-unsur pengendalian internal pemerintah
tersebut meliputi (Harahap, 2001: 133):

1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup dua hal,

yaitu manusia dan lingkungan dimana manusia itu beroperasi. Manusia itu
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memiliki sifat-sifat termasuk integritas, nilai etika, kemampuan. Interaksi
inilah yang membuat suatu pengawasan berjalan baik atau tidak.

Penilaian risiko. Dalam pengendalian harus dinilai risiko, setiap kegiatan
mengandung risiko. Untuk itu maka perlu dirumuskan tujuan yang
menjadi arah semua pihak sehingga semua komponen organisasi berjalan
seirama.

Kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus
disusun dan dilaksanakan untuk meyakinkan semua tindakan yang
ditetapkan oleh manajemen untuk menghindari risiko yang sudah
diketahui dapat terlaksana sehingga proses pencapaian tujuan organisasi
dapat terlaksana.

Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah bagian dari
proses identifikasi tujuan, risiko, dan kegiatan pengendalian dan
monitoring.  Sistem informasi dan komunikasi mutlak  untuk
melaksanakan, memanajemen, dan mengontrol semua kegiatan organisasi.
Monitoring pengendalian. Semua proses di atas harus dimonitor untuk
membuka kemungkinan dilakukannya modifikasi. Hal ini sangat penting
karena objek yang diawasi itu sangat dinamis sehingga monitoring perlu
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi yang sangat
cepat.

Hasil evaluasi pengendalian internal menunjukkan bahwa Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada umumnya

memiliki pengendalian internal yang memadai (BPK, 2010: 24). Hasil evaluasi

pengendalian internal atas 78 LKKL menunjukkan terdapat 477 kasus kelemahan

pengendalian internal, yang terdiri dari 242 kasus kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan, 131 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja, dan 104 kasus kelemahan struktur pengendalian

internal. Berikut ini rincian mengenai kasus kelemahan pengendalian internal

dalam kementerian negara atau lembaga:
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242 kasus kelemahan
sistem pengendalian
akuntansi dan
pelaporan

K 96 kasus pencatatan\

tidak/belum
dilakukan atau tidak
akurat

e 94 kasus proses
penyusunan laporan
tidak sesuai dengan
ketentuan

e 4 kasus entitas
terlambat
menyampaikan
laporan

o 38 kasus sistem
informasi akuntansi
dan pelaporan tidak
memadai

o 10 kasus sistem
informasi akuntansi
dan pelaporan belum
didukung SDM yang

\ memadai J

131 kasus kelemahan
sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran
pendapatan & belanja

104 kasus kelemahan
struktur pengendalian
internal

K 48 kasus perencanaan\

kegiatan tidak
memadai

e 34 kasus mekanisme
pemungutan,
penyetoran, dan
pelaporan serta
penggunaan
penerimaan negara dan
hibah tidak sesuai
dengan ketentuan

o 17 kasus
penyimpangan
terhadap peraturan
perundang-undangan
bidang teknis tertentu

e 3 kasus pelaksanaan
belanja di luar
mekanisme APBN

o 18 kasus atas
penetapan/pelaksanaan
kebijakan tidak tepat
berakibatnya
hilangnya potensi
penerimaan

e 11 kasus
penetapan/pelaksanaan
kebijakan tidak tepat
berakibat peningkatan

o =

K 55 kasus karena entitab

tidak memiliki SOP
yang formal untuk
suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur

e 37 kasus karena SOP
yang ada pada entitas
tidak berjalan secara
optimal/tidak ditaati

e 2 kasus entitas tidak
memiliki satuan
pengawasan internal

o 6 kasus karena tidak
ada pemisahan tugas
dan fungsi yang
memadai

o 3 kasus karena tidak
ada pemisahan tugas
dan fungsi yang
memadai

e 1 kasus lain-lain yaitu
kesalahan penginputan

K nomor rekening j

Gambar 1.1 Kasus Kelemahan Pengendalian Internal

Sumber: BPK, 2010: 24-27

Berbagai kelemahan tersebut terjadi antara lain karena (BPK, 2010: 27-28):

e Kementerian/Lembaga tidak menaati ketentuan dan prosedur,

e Dbelum ditetapkannya prosedur kegiatan,

e penetapan kebijakan yang tidak tepat,

e Dbelum adanya kebijakan dan perlakukan akuntansi yang jelas,

e perancanaan yang tidak memadai,
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e Dbelum adanya koordinasi dengan pihak terkait,
e SDM tidak memadai, dan
e lemahnya pengawasan maupun pengendalian.

Selain itu, sampai saat ini masih dijumpai keterbatasan dan hambatan
dalam pelaksanaan pengendalian internal instansi pemerintah di Indonesia.
Keterbatasan dan hambatan pelaksanaan pengendalian internal tersebut terutama
disebabkan oleh (BPKP, 2007: 3-4):

1) Pimpinan instansi pemerintah masih mengabaikan pentingnya
pengendalian internal

2) Perspektif pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator
terhadap pelaksanaan pengendalian internal tidak mendukung terciptanya
lingkungan pengendalian yang memadai.

3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil baik secara
sengaja maupun tidak sengaja.

4) Masih dijumpai adanya praktek-praktek kolusi sehingga sistem
pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Akibat hal tersebut, masih banyak dijumpai praktek-praktek korupsi
kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang
sudah berlangsung lama di instansi pemerintah dan melibatkan unsur-unsur
aparatur negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif serta di
kalangan swasta dan masyarakat umum lainnya. Berbagai bidang yang potensial
dan rawan KKN meliputi pengelolaan APBN dan APBD, pengelolaan
BUMN/BUMD termasuk perbankan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan
sumber daya manusia/tenaga kerja, dan pengelolaan pelayanan publik. Sementara
bentuk-bentuk korupsi pada umumnya berupa penyalahgunaan wewenang,
pembayaran fiktif, kolusi, biaya perjalanan dinas yang fiktif, suap/uang pelicin,
pungutan liar, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbalan tidak resmi, pemberian
fasilitas secara tidak adil, bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur, tidak
disiplin waktu, komisi atas transaksi jual/beli yang tidak disetor ke kas negara,
menunda/memperlambat pembayaran proyek, pengumpulan dana taktis,
penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah, dan menerima sumbangan (BPKP,

2007: 4).
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Salah satu aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanakan
pengendalian internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (yang selanjutnya disebut Itjen Kemendikbud). Dengan tugas pokok
yang diemban, Itjen Kemendikbud merupakan aparat pengawasan internal yang
memiliki peran sangat strategis. Hal ini dikarenakan Itjen Kemendikbud harus
melakukan pengawasan atas segala kegiatan yang dilakukan di seluruh unit kerja
Kemendikbud dimana Kemendikbud merupakan kementerian yang memiliki
alokasi anggaran paling besar. Apabila mengacu pada nota keuangan APBN
2009-2010, dari 75 kementerian negara/lembaga, kementerian negara yang
memegang anggaran anggaran paling besar adalah Kemendikbud. Hal ini tentunya
menjadi tuntutan bagi Itjen Kemendikbud untuk mengelola seluruh kegiatan
pengawasan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengelola seluruh kegiatan, salah
satunya, dapat dilakukan melalui pengendalian internal.

Pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Itjen Kemendikbud juga
dinilai penting untuk dilaksanakan karena mengingat beberapa hal. Pertama,
berdasarkan pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

1. Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota
bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian
internal di lingkungan masing-masing

2. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian
internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pengawasan internal
atas penyelenggaraaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan
pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah.
Dalam aturan tersebut terkandung dua makna, yaitu Itjen Kemendiknas,

sebagai aparat pengawasan internal bertugas untuk memperkuat dan menunjang
efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan Kemendikbud dan
Inspektur Jenderal Kemendikbud sebagai pimpinan lembaga bertanggung jawab
untuk melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya sendiri sehingga
menjadi suatu keharusan bagi Itjen Kemendikbud untuk melaksanakan
pengendalian internal yang sebaik-baiknya di lingkungan unit kerjanya sendiri.

Kedua, alasan pentingnya pengendalian internal di Itjen Kemendikbud

yaitu adanya penurunan opini atas laporan keuangan. Pada tahun 2010,
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Kemendikbud memperoleh opini disclaimer dari BPK atas laporan keuangan
(Maftuhah, 2011). Alasan diberikannya opini disclamer tersebut karena
Kemendikbud tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi
pemerintahan, penyajian laporan kurang lengkap, tidak patuh terhadap undang-
undang, serta lemahnya pengendalian internal (Bataviase, 2011). Terkait dengan
hal ini, Itjen Kemendikbud adalah bagian yang bertanggungjawab dalam
pengawasan internal termasuk dalam pengelolaan anggaran. Hampir seluruh
kementerian memiliki Itjen yang bertugas mengawasi dan memeriksa dugaan
penyimpangan, namun fungsi pengawasan ini tidak berjalan jika terkait dengan
pejabat tinggi atau menteri di kementerian tersebut (Yuntho, 2011). Hal ini juga
terjadi di Itjen Kemendikbud. Saat ini yang menjadi sorotan masyarakat adalah
pengelolaan anggaran Itjen Kemendikbud yang disalahgunakan. Berdasarkan data
hasil pemeriksaan tahun 2008 dan tahun 2009, di lingkungan Itjen Kemendikbud
masih terdapat temuan masing-masing sebesar Rp27.682.000 dan Rp45.054.200.
Pada tahun 2011 Itjen menerima anggaran sebesar Rp210.900.000 (Itjen
Kemendikbud, 2011) dan rancangan anggaran sebesar Rp242,7 milyar pada tahun
2012 untuk melakukan tugas pengawasan. Menurut Nurhasan Zaidi, dalam rapat
dengar pendapat antara Komisi X dan Itjen Kemendikbud, dari jumlah anggaran
pada RAPBN Itjen Kemendikbud tahun 2012 tersebut, lebih dari setengahnya (57
persen) habis untuk membiayai dukungan manajemen teknis Itjen Kemendikbud
(Khoir, 2011).

Permasalahan lain dalam pengelolaan anggaran di Itjen Kemendikbud
yaitu adanya kasus korupsi yang melibatkan Sofyan, mantan Inspektur Jenderal
(Irjen) Kemendikbud. Sofyan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi
pengelolaan anggaran di Itjen Kemendikbud pada tahun anggaran 2009 dengan
ditemukannya sejumlah anggaran Itjen Kemendikbud yang tidak sesuai dengan
penggunaannya, seperti biaya perjalanan dinas hingga pengadaan barang dan jasa
sehingga merugikan negara sebesar Rp13 milyar (Harian Pelita, 2011).

Terkait dengan hal tersebut, menurut ICW, setidaknya ada tiga faktor
penyebab terjadinya korupsi di kementerian. Pertama, penempatan posisi menteri
di era reformasi cenderung politis dan tidak selektif. Kedua, terbukanya peluang

korupsi di lingkungan kementerian, terutama pengadaan barang dan jasa. Ketiga,
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tidak berjalannya fungsi pengawasan di internal kementerian (Yuntho, 2011).
Namun, pada dasarnya peluang untuk melakukan penggelapan tersebut,
sebenarnya dapat dihilangkan melalui pengembangan sistem pengendalian
internal yang efektif (The University of California, 2004).

Selain itu, adanya opini disclaimer karena lemahnya pengendalian
internal di Kemendikbud juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa hasil
kerja Itjen Kemendikbud dalam mendukung pengendalian internal belum
memadai. Oleh karena itu, perlu juga melihat bagaimana pelaksanaan
pengendalian internal yang dilakukan.

1.2 Pokok Permasalahan

Sebagai aparat pengawas internal pemerintah, terutama pengawas
pengelolaan alokasi anggaran APBN terbesar membuat keberadaan dan peran
Itien  Kemendikbud menjadi sangat strategis, termasuk dalam pelaksanaan
pengendalian internal di lingkungan internal Itjen Kemendikbud itu sendiri.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terkait dengan
pengelolaan anggaran dan fungsi pengawasan oleh Itjen Kemendikbud masih
terdapat kelemahan karena adanya sebagian besar anggaran (57 persen) yang
digunakan untuk membiayai dukungan manajemen teknis dan adanya
penyalahgunaan anggaran oleh inspektur jenderal itu sendiri. Hal ini sekaligus
menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan di lingkungan Itjen
Kemendikbud itu sendiri. Permasalahan lain dalam pengendalian internal di
Kemendikbud yaitu Inspektur pada Itjen Kemendikbud selaku penanggungjawab
atas pelaksanaan audit dan pengendalian secara umum mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaporan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan
Menpan sebagai dasar pedoman pengawasan APIP. Inspektorat pada saat
merencanakan audit hanya melaksanakan tahapan berupa penentuan sasaran audit,
pemilihan sumber daya audit, serta melakukan penyusunan program kerja audit
saja, sedangkan pertimbangan mengenai risiko audit dan materialitas tidak
dijumpai dalam dokumentasi Program Kerja Audit (PKA) yang dibuat oleh tim
pemeriksa sebelum melakukan kegiatan pengawasan (BPK, 2009: 11). Dalam

kode etik auditor Itjen Kemendikbud juga terdapat kekurangan yaitu mengenai
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prinsip-prinsip perilaku auditor (integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi)
yang belum diuraikan secara tegas. Dalam kode etik tersebut hanya memuat
tentang perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor
(BPK, 2009: 7).

Selain itu, pada tahap pelaksanaan pengawasan, yaitu penyusunan tim
tinjauan atas laporan keuangan tidak memperhatikan latar belakang pendidikan
pegawai sehingga tidak seluruh tim tinjauan berlatar belakang pendidikan
ekonomi, khususnya akuntansi (BPK, 2009: 14). Dalam pengendalian internal di
Itien Kemendikbud yaitu terkait dengan penilaian risiko dalam kegiatan pokok
pengawasan, kondisi yang terjadi antara lain (Panggabean, 2010: 2):

a. Penentuan sasaran wasrik hanya berdasarkan jumlah unit kerja dan program
kerja yang menjadi kewenangan Itjen untuk memeriksanya dengan cara
mengalokasikan waktu dalam satu tahun anggaran, jumlah tiap auditor di
tiap inspektorat, dan anggaran yang tersedia berdasarkan pengalaman.

b. Tidak ada penggunaan teknik atau pendekatan yang sistematis dan teoritis
dalam penentuan jumlah sasaran, lama pemeriksaan, jumlah auditor, dan
target yang harus dicapai.

c. Tidak ada penentuan aspek-aspek penting yang perlu memperoleh perhatian
lebih dalam pemeriksaan atau tidak ada pertimbangan tentang pentingnya
suatu kegiatan/unit kerja untuk diperiksa.

Hal ini kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP,
bagian 1110 yang diantaranya menyatakan APIP harus menyusun rencana
pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko
terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini mengangkat pokok
permasalahan yaitu:

“Bagaimana pengendalian internal di lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Periode 2010-2011)?”,
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1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan vyaitu untuk menganalisis
pelaksanaan pengendalian internal di Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Periode 2010-2011).

1.4 Signifikansi Penelitian
Penelitian ini memiliki signifikansi secara akademis dan praktis sebagai
berikut:
1. Signifikansi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan mengenai
pelaksanaan pengendalian, terutama pengendalian internal yang dilakukan
oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Selain itu, juga diharapkan
menambah referensi penelitian mengenai pelaksanaan pengendalian
internal dalam lingkungan aparatur pemerintah.
2. Signifikansi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk
dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti
tentang pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan pemerintah.
Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dalam mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini  diberikan batasan, yaitu dalam komponen aktivitas
pengendalian peneliti tidak menganalisis sub komponen pemisahan tugas dan
pengendalian fisik. Hal ini karena peneliti tidak melakukan analisis pengendalian
internal yang dilihat dari sisi pencatatan dan penggunaan anggaran ataupun aset.
Selain itu, peneliti juga tidak memiliki dasar ilmu yang cukup untuk melakukan
analisis lebih lanjut mengenai komponen pemisahan tugas dan pengendalian fisik

dalam pengendalian internal.

Universitas Indonesia

Pengendalian internal ..., Euis Damayanti, FISIP Ul, 2012



13

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum tentang isi
skripsi secara keseluruhan. Agar penulisan ini lebih mudah untuk dipahami, maka

akan disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan keseluruhan penelitian secara garis besar yang terdiri
atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian,

signifikansi penelitian, serta sistematikan penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan pengendalian
internal maka dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka pemikiran yang

digunakan dalam membahas penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang relevan dengan

tema yang diangkat.

BAB 4 PENGENDALIAN INTERNAL DI ITJEN KEMENDIKBUD
Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional dan berbagai kebijakan terkait dengan
tugas pokok pengawasan yang dilakukan dan analisis pelaksanaan
pengendalian internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab terakhir ini diuraikan simpulan dan saran berdasarkan hasil

penelitian yang telah diperoleh.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai literatur ilmiah yang dijadikan tinjauan
pustaka. Selain itu, juga menjabarkan mengenai kerangka pemikiran yang terkait

dengan tema pengendalian internal.

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Arie Wibowo
Khurniawan dengan judul penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Internal
Direktorat Pembinaan SMK”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Adapun  tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan
pelaksanaan sistem internal controls pada Direktorat Pembinaan SMK ditinjau
dari parameter komponen integrasi COSO sehingga dapat dijadikan sebagai
masukan dalam memperbaiki sistem internal controls. Pendekatan penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran
kuesioner dengan mendatangi langsung responden dan menemani para responden
dalam menjawab kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai
Direktorat Pembinaan SMK dengan dasar pada level tersebut para responden
berperan pada level operasi yang terlibat dalam pelaksanaan sistem internal
controls. Kuesioner berisikan pertanyaan yang merujuk pada dokumen GAO'’s
Standards for Internal Control in The Federal Government dengan skala Likert
antara satu sampai dengan tujuh pada skala tertinggi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Direktorat Pembinaan SMK telah
melaksanakan internal controls sebagai bagian sistem operasional kegiatannya.
Penerapan internal controls ditujukan untuk meningkatkan nilai kinerja instansi
(high performance) serta citra instansi (good government image) serta kepatuhan
terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil kuesioner dalam
penilaian internal controls menunjukkan bahwa tingkat keefektifan sistem
internal controls Direktorat Pembinaan SMK sebesar 4,47 dari skala 7. Ini
menunjukkan bahwa lima komponen pola pikir integrasi COSO sistem internal

controls pada Direktorat Pembinaan SMK belum dilaksanakan secara efektif atau
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mencapai Index Absolut 63,89%. Jika ditinjau per komponen pola pikir integrasi
COSO, internal controls Direktorat Pembinaan SMK memiliki kondisi yang
cukup dengan tingkat keefektifan antara 4,18 sampai dengan 4,71 atau dengan
Index Absolut berkisar 59,71% sampai 67,29%. Seluruh aspek pada sistem
internal controls pada Direktorat Pembinaan SMK memerlukan perbaikan.
Khusus untuk penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan informasi &
komunikasi memerlukan perbaikan yang sangat mendalam. Hal ini terbukti
dengan adanya indeks relatif dibawah 100%. Jadi secara umum sistem internal
controls Direktorat Pembinaan SMK disimpulkan belum dilaksanakan secara
efektif.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang diangkat
oleh penulis, yaitu ingin menganalisis pelaksanaan pengendalian internal dengan
menggunakan konsep kerangka kerja COSO. Perbedaannya, Arie menganalisis
semua subkomponen pengendalian internal termasuk pengendalian fisik dan
pencatatan transaksi, sedangkan kedua subkomponen tersebut menjadi batasan
dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tinjauan kepustakaan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh
Rina Imayanti dengan judul penelitian “Studi Kasus Pengendalian Internal di
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional”. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif analisis. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui apakah pengendalian internal di Pusat Perbukuan diterapkan dalam
mengelola anggaran keuangan yang diberikan; (2) untuk mengevaluasi lima
komponen pengendalian internal yang diterapkan di Pusat Perbukuan apakah
berjalan efektif, selanjutnya = menemukan kelemahan dan solusi untuk
memperbaiki kelemahan tersebut; (3) untuk mengetahui apakah pengendalian
internal yang diterapkan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh Pusat Perbukuan
untuk meningkatkan efektivitas operasi instansi. Pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur,
observasi, dan wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina menghasilkan kesimpulan berupa
gambaran kondisi dari masing-masing komponen pengendalian internal di Pusat

Perbukuan. Kesimpulan dari hasil penelitiannya vyaitu pada lingkungan
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pengendalian di Pusat Perbukuan setiap karyawan memiliki uraian tugas dan
fungsi yang diembannya. Agar pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan
pekerjaannya maka dilakukan training, namun pemantauan efektivitas hasil
training belum dilakukan. Dalam komponen penilaian risiko, identifikasi dan
penilaian risiko baru sampai tahap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan secara umum, belum sampai level aktivitas, dan pada level ini
penilaian risiko dinyatakan secara eksplisit oleh kepala subbidang dan subbagian
di Pusat Perbukuan. Di Pusat Perbukuan pengendalian umum, salah satu unsur
aktivitas pengendalian, terdapat dalam dokumen dari subbidang tatalaksana dan
kepegawaian. Sementara pengendalian aplikasi di Pusat Perbukuan sudah ada,
namun pengembangan bahan layanan informasi belum tepat waktu. Sistem
informasi di Pusat Perbukuan berupa Laporan barang milik negara dibuat
berdasarkan Standar Akuntansi Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan,
namun untuk laporan barang milik negara belum lengkap. Sementara komunikasi
di Pusat Perbukuan sudah ada, tetapi informasi yang disampaikan dalam
komunikasi terkadang agak lambat sehingga terkesan mendadak. Komponen
terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui pengendalian alat
pemantauan dan pengukuran, Rapat Tinjauan Manajemen, kepala subbidang dan
kepala bidang masing-masing, Kepala Pusat, Wakil Manajemen Mutu, namun
belum ada pemantauan pencapaian sasaran mutu.

Terdapat persamaan antara penelitian Rina dengan yang diangkat oleh
penulis, yaitu mendeskripsikan komponen pengendalian internal dengan
menggunakan konsep kerangka kerja COSO. Perbedaannya adalah Rina
menganalisis mengenai arus informasi laporan keuangan dan laporan Barang
Milik Negara, sedangkan penulis tidak menganalisis hal tersebut.

Berikut ini tabel perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu

dengan penelitian yang dilakukan.
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Nama Peneliti Arie Wibowo Khurniawan Rina Imayanti Euis Damayanti
“Analisa  Sistem  Pengendalian | “Studi Kasus Pengendalian Internal di | “Pengendalian Internal di
Judul Internal  Direktorat ~ Pembinaan Pusat_ _ Perbu_kuan Depertemen Inspe_kt_orat Jenderal Kementerian
SMK” Pendidikan Nasional” Pendidikan  dan  Kebudayaan
(Periode 2010-2011)”
Untuk mengetahui tingkat | 1. Untuk mengetahui apakah | Menganalisis pelaksanaan
keefektifan  pelaksanaan  sistem pengendalian internal diterapkan | pengendalian internal di
internal controls pada Direktorat dalam mengelola anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian
Pembinaan SMK ditinjau  dari | 2. Untuk mengevaluasi lima | Pendidikan  dan  Kebudayaan
parameter  komponen integrasi komponen pengendalian internal | (Periode 2010-2011).
Tujuan COSO. diterapkan, kelemahar!, dan solusi
3. Untuk mengetahui apakah
pengendalian  internal  yang
diterapkan benar-benar
dimanfaatkan untuk
meningkatkan efektivitas operasi
instansi
Jenis Penelitian Deskriptif Deskriptif analisis Deskriptif
Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kualitatif
Penelitian
Teknik Kuesioner Studi literatur, wawancara, observasi. | Wawancara mendalam dan studi

Pengumpulan Data

kepustakaan.

Hasil

Tingkat keefektifan sistem internal
controls Direktorat Pembinaan SMK
sebesar 4,47 dari skala 7 atau belum
dilaksanakan secara efektif. Jika

1. Dalam lingkungan pengendalian,
evaluasi efektivitas hasil training
belum dilakukan

2. ldentifikasi dan penilaian risiko

1. Dalam lingkungan pengendalian
kode etik pegawai sekretariat
Itien belum ditetapkan; Itjen
belum  menyediakan  suatu
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ditinjau per komponen internal
controls memiliki kondisi yang
cukup dengan tingkat keefektifan
antara 4,18 sampai dengan 4,71.

belum dilakukan pada level
aktivitas

Dalam pengendalian  aplikasi
belum dilakukan pengembangan
bahan layanan informasi secara
tepat waktu

Informasi laporan barang milik
negara belum lengkap dan
komunikasi agak lambat

Dalam pengawasan belum ada
pemantauan pencapaian sasaran
mutu

. Itjen Kemendikbud

. Dalam

mekanisme yang mudah bagi
pengawasan masyarakat.

belum
melakukan analisis risiko bagi
setiap kegiatan

. Sistem informasi tindak lanjut

pengawasan belum digunakan
secara maksimal.
monitoring  belum
melakukan pembinaan dengan
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2011
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2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Dalam
bukunya, Agarwal (1982: 5) menuliskan proses manajemen terdiri dari enam
fungsi mendasar: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
penempatan (staffing), pengarahan (directing), pengkoordinasian (coordinating),
dan pengendalian (controlling). Pengendalian adalah fungsi penjaminan bahwa
Kinerja divisi, departemen, bagian-bagian, dan individu konsisten dengan tujuan
dan sasaran yang telah ditentukan. Pengendalian mencakup sub-fungsi antara lain
mengukur Kinerja terhadap sasaran yang ditentukan, identifikasi penyimpangan
dari sasaran, dan tindakan korektif untuk meralat penyimpangan (Agarwal,
1982:8).

Fungsi controlling berperan untuk mendeteksi potensi adanya deviasi atau
kelemahan yang terjadi sebagai umpan balik bagi manajemen dari suatu kegiatan
yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Hal-hal yang
dicakup dalam fungsi controlling ini meliputi penciptaan standar atau kriteria,
pembandingan hasil monitoring dengan standar, pelaksanaan perbaikan atas
deviasi atau penyimpangan, pemodifikasian dan penyesuaian metode
pengendalian dari kaca mata hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta
pengkomunikasian revisi dan penyesuaian ke seluruh proses manajemen dengan
harapan deviasi atau kelemahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali
(BPKP, 2007: 6).

2.2.2 Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal pada awalnya adalah “copy of a roll (of
account), a parallel of the same quality and content with the origina/” (salinan
dari suatu daftar (akun/rekening), yang kesejajaran mutu dan isi yang sama
dengan aslinya). Oleh Samuel Johnson (dalam Sawyer, 2003) definisi tersebut
disimpulkan sebagai “a register or account kept by another officer, that each may
be examined by the other” (suatu register atau akun/rekening yang disimpan oleh
petugas lain sehingga memungkinkan register atau akun tersebut diperiksa oleh

orang lain). Pengertian pengendalian di atas adalah pengertian dalam arti sempit
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yang sering disebut sebagai pengecekan internal (internal check). Maksudnya
adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang diawasi oleh orang lain
sehingga tercipta suatu pengendalian (BPKP, 2007: 12-13).

Suatu gambaran terpusat dan sederhana mengenai pengendalian internal
diberikan oleh Simons (1995: 84 dalam Pfister, 2009: 18) sebagai perincian,
mengenai cara checks and balance yang didesain untuk menjaga berbagai aset
(tangible dan intangible) dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa catatan
akuntansi/penghitungan dan sistem informasi dapat dipercaya.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang didesain untuk
menyediakan kepastian yang sesuai mengenai pencapaian tujuan efektivitas dan
efisiensi operasi; laporan keuangan yang terpercaya; dan ketaatan pada hukum
dan peraturan yang berlaku. Beberapa poin penting terkait definisi tersebut antara
lain:

1. Orang dalam tiap level organisasi mempengaruhi pengendalian internal
karena pengendalian internal merupakan tanggung jawab setiap orang.

2. Pengendalian internal efektif membantu organisasi mencapai kegiatan,
laporan keuangan, dan pemenuhan tujuan. Pengendalian internal yang
efektif merupakan suatu bagian built-in dari proses manajemen.
Pengendalian internal menjaga suatu organisasi berada pada jalurnya ke
arah tujuan dan pencapaian misi, dan meminimalisir sesuatu yang tak
terduga dalam pelaksanaannya. Pengendalian internal mendorong
efektivitas dan efisiensi kegiatan, mengurangi risiko kehilangan
aset/modal, dan membantu menjamin ketaatan pada hukum dan peraturan.
Pengendalian internal juga menjamin laporan keuangan yang terpercaya.

3. Pengendalian internal dapat memberikan kepastian yang sesuai mengenai
pencapaian tujuan suatu organisasi. Pengendalian internal yang efektif
membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Terdapat beberapa alasan
mengapa pengendalian internal tidak dapat memberikan kepastian yang
absolut bahwa tujuan akan dicapai, yaitu cost/benefit realities, kolusi di
antara para pegawai, dan kejadian eksternal di luar pengendalian

organisasi.
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Selain itu, Robert Cramling (dalam Silverman, 2008: 247-248) juga
memberikan penjelasan mengenai arti dan pentingnya pengendalian internal bagi
suatu organisasi sebagai berikut:

“Internal control can be simply defined as the methods by which an
organization governs its activities to effectively and efficiently
accomplish its mission. More specifically, internal control is concerned
with stewarship and accountability of resources consumed in the process
of striving to accomplish an entity’s mission with effective
results....internal control should be recognized as an integral part of
each system that management uses to regulate and guide its operations.”

Sementara, menurut OECD, gambaran menyeluruh pengendalian internal
terlihat seperti suatu konsep yang terintegrasi dalam organisasi kepemerintahan.
OECD (2004: 11 dalam Pfister, 2009: 20) mendefinisikan organisasi
kepemerintahan:

“a set of relationships between a company’s management, its board,
its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also
provides the structures through which the objectives of the company
are set, and the means of attaining those objectives and monitoring
performance are determined. Good corporate governance should
provide proper incentives for the board and manegement to pursue
objectives that are in the interests of the company and its shareholders
and should facilitate effective monitoring.”

Seperti definisi yang dikemukakan OECD, pemerintah meletakkan
penekanan yang lebih kuat pada ketidaksesuaian antara kepentingan dalam
organisasi dan luar organisasi. Definisi OECD yang berisi kata-kata “means of
attaining those objectives”, sejalan dengan definisi pengendalian internal. Oleh
karena itu, satu penghubung antara pemerintahan dan pengendalian adalah proses
pembentukan tujuan. Ketika organisasi pemerintahan “menyediakan struktur
dengan mana tujuan perusahaan dibentuk “(provides the structures through which
the objectives of the company are set)”, pengendalian internal menggambarkan
alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Meskipun terdapat banyak intepretasi, sebuah buku textbook definisi
pengendalian internal menyebutkan (Moeller, 2008: 84):

Internal control comprises the plan of enterprise and all of the
coordinate methods adopted within a business to safeguard its assets,

check the accuract and reliability of its accounting data, promote
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operational efficiency, and encourage adherence to prescribed
managerial policies.

Definisi ini mengakui bahwa sistem pengendalian internal melampaui hal-
hal yang berhubungan langsung dengan fungsi akuntansi dan bagian keuangan.
Definisi ini juga mengatakan bahwa suatu sistem atau proses mempunyai
pengendalian internal yang baik jika melaksanakan pernyataan misinya,
menghasilkan da